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Gambar 1. Aisyah, (Staf Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap  

dan daya saing Perikanan, Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Jeneponto)  

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2. Pani, (Nelayan Kecil)                      Gambar 3. Jamal, (Nelayan Kecil)  

         Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti                   Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4. Ardi, (Nelayan Kecil)                        Gambar 5. Salli, (Nelayan Kecil)  

         Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti                     Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 
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         Gambar 5. Sirallo, (Nelayan Kecil)                 Gambar 6. Arif, (Nelayan Kecil)  

         Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti              Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 


